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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU). Pembahasan menekankan pada implementasi penjatuhan sanksi administratif berupa denda

terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender. Berdasarkan pasal 47 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU

No.5/1999), hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman administratif dan pidana. KPPU hanya

berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Salah satu bentuknya adalah denda. Denda yang dikenakan

terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No.5/1999 berkisar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

hingga Rp.25.000.000.000,-. Pada kenyataannya, banyak denda yang masih di bawah nilai yang ditentukan

UU No.5/1999. Salah satunya Putusan KPPU Perkara NO.49/KPPU-L/2008 tentang Tender Pengadaan Alat

Kesehatan Polysomnograph di Rumah Sakit Duren Sawit Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

......This thesis concerning about competition law enforcement by the Commission for Supervision on

Business Competition (KPPU) in ruining administrative fine sanctions against the perpetrators of bid-

rigging. Article 47 Act No.5 Year 1999 Regarding The Prohibition on Monopoly and the Unhealthy

Business Competition (UU No.5/1999) regulate the punishment that could be subjected to the perpetrators

against the provisions of Act No.5/1999 were administrative and criminal punishment. In this context,

KPPU only had the authority to subject administrative sanctions. One of the forms is fine. Fine that could be

subjected to the perpetrators are between Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) to Rp. 25.000.000.000,-.

In fact, there are still many KPPU decisions that ruin administrative fine sanctions under the amount

determined in Act No.5/1999. One Of Them was the Decision KPPU Case No.49/KPPU-L/2008 regarding

the Tender for the Procurement of the Medical Instrument Polysomnograph in the Duren Sawit Hospital

Special Capital District of Jakarta Province Budget Year 2007.
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